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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

BUKOTA JAKARTA
NOMOR 116 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANSASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELATIMAN KERJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

bahwa untuk melaksanskan kelentuan Passl 148 Peraturen Dasrah
Nomor 10 Tahwn 2008 tentang Organisasl Perangkat Dasrah dan Pasal 42
Peraturan Gubermur Nomor 119 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tate
Kerja Dinas Tenaga Kena dan Tranamigras!, petu menetapkan Peraturan
Gubermyr  lentang Pembertuksn Omanisasl dan Tata Kerja Pusat
Pelatihan Katla Daerih;

L

[

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tlertang Pokok-pokok
Kepegawsian telah dubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1909;

Undang-Untlang Nomor 17 Tahun 2003 tantang Keuangan Negara,;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Neagma;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tendang Pembentukan

Poraturan Perundang-undangar,

UndargpUndang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemerikeaan
Pengelolsan dan Tanggung Jawah Pengelolasn Keuangan Negars:

Undang-Lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagamana felah ‘beberapa ksl diubah, terakhir deagan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun XK35

Uedang-Linciang Nomor 28 Tahua 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerh Khusus bukola Jakarta sehagat lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daeratt;
Peraturan Pemesintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelciaan

Barang Milk Negara/Daemh ssbagasnana telah  dubab dengan

Peraturan Pemesintah Nomay 8 Tahun 2008;
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10. Peraturan Pemerintsh Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinesja Ingtansi Pemarintak, '

11. Peraturan Pemeiintsh Nomor 38 Tahun 2007 fentang Pembagian
Urusan Pemerintahan  antara Pemorintah, Pemerintahan Daergh
Provins| dan Pemerintahan Daarsh Kabupaten/Kotz;

12. Peraluran Pemerintsh Nomor % Tahun 2007 tentang Pengslolaan
Uang Negara/Daerah;

13. Peraduran Pemedistoh Nomar 41 Tabun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah:

4. Perguran Menleri Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2008 tertang
Pedoman Pengelolasn Keuangan Daerah sebagaimana tetsh diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Neger Nomar 59 Tahun 2007

15. Peraturan Meniteri Dalam Neger! Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Omanisasi Porangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus thukota
Jakara;

16. Eerawan Daerah Nomor 0 Tahun 2008 tertang Ovrganisas| Perangkat
aerah;

7. Peraturan Gubemur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tala Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menstapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PUSAT PELATHAN KERJA DAERAM,

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubermur ini yang dimakeud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarts.

2 Pemerintah Daerah adalah Gubemur den Perangket Daerah sebagai
unsur penyalenpgara pemerntahan daerah

3 Gubernur adajah Kapala Daerah Provinsl Daarah Khusus ibukota Jakarta,

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daersh Provinsi Daersh Khusus
bukota Jakaria,

5. Inspektora adalah hspektorat Provins Daerah Khusus lbukota Jakarta,

& Badan Pengelola Keuangan Dagrgh adalsh Badan Pengelola Keuangan
Daemh Provinsl Daerah Khusus bukota Jakarta.

7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daersh Provinsi
Basrah Khusus Ibukota Jakarta

8 Biro Organisasi dan Tatalaksana adalsh Biro Organlsasi dan Tatalzksana
Sekretariat Dasrah

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi ‘Provingi Daerah Khusus bukota Jakaria
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10. Kepaa Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kera dan Transmigrasi
Provinsi Daerah Khusus lukota Jakarta,

11. Pusat Pelatihan Kerja Daerdh yang salanjutnya disingkat PPKD adalah
Pusat Pelaihan Kerja Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl.

12. Kepda Pusal adalah Kepala Pusat Pelatihan Kerja Daerah.

BAB Il
PEMBENTUKAN
Pazal 2
(1) Dengan Peraturan Gubeswwr ini dibentuk Pusat Pelatihan Kerja Daerah.

{2} Pusat Pelatihan Kerja Dasrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terdiri dari:

a. PPKD Jakarta Pusat

b. PPKD Jakarta Barat

c. PPKD Jakarta Utaa;

d PPKD Jakarta Timur; dan
e PPKD Jakarta Selatan,

BAB il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 3

(1) PPKD merupakan Unit Pelaksana Teknls Dinas Tenaga Kera dan
Transmigrasl dalam pelaksanaan pelatinan keghlian dan keaterampilan
kerja

(2y PPKD dpimpin -olah secrang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggurg jawab
kepada Kepaa Dinas

Pasal 4

(1) PPKD mempunyai tugas meltaksanakan palathan keahlian dan keteramprlan
kerja

(2) KhususPPKD Jakarta Tmur, di samping melaksanakan tugas sebagamana
dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan tugas palathan ketransimigrasian,

(3} Untuk menyelenggarakan tugas sebagdmana dimaksud pada ayat {1),
PPKD mempunyai fungsi ;

a. penyusunan  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA} dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaan (DIPA} PPKD;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanam Anggaran (DPA} PPKD:

G pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatthan kerjz '

d penyusunan progmm, lasilosum dan silabus pelatihan kerjs;




& palaksanaan peldtihan kera;

t pengeloinan fasiitas tempal dan peralatan pelatihan kedga

g pelksanaan sistem iormasi pelatihan kerjx;

h peryebariuasan informasi pelatihan kerja kepada masyarakat atau
poencar kérja;

L pemasaran progam dan hiusar

j- pendataan kesempatan keda

k. ponghomasian kesempatan ketja kepada Wiusan,

L pemantauan iusan;

m palgksanaan jasa pelaysnan pelsihan Yera tUan josa pemanfastan

prasarang dan samna pelatihan karja;

pelaksanaan kofja sama pelathan kerja, pemasaran program dan

juluean pelaﬂhan ke.ﬂa

:l

pelaksanaan wbltkad fegiatan FPKﬂ

pengetolaan kepegawaian, keuangan dan barang

palaksanaan keglatan kerumahianggaan dan ketstausahamn
penyiapan bahan laporan Dinas Tenaga Kera dan Transmigeasl yang
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PPKD; dan

u. pelaparan dan pertangpungiawaban pelaksanaan wgas dan kngsl

e nNaAp 2

PPKD,
BAB IV
ORGANISAS
Bagian Kesals
Susunan Organisas)
Pasal &
(1} Susunan Orgoenisasi PPKD rdin dard
a Kopeln Pusat
b. Subbagian Tata Usaha;
¢ Seksi Pelatihan

d Selksi Pemasaran: doan
e &bkehmok;m:Fuw

(2) Bagan Susunan Ormanisasi PPKD sebagdmana tercantum dalam
Larnpiran | Perasturan Gubermir ni.

Bagian Kedua
Kepals Pusat
Pasa &
Kepala Pusat mempunyal ugas:
a memimpin dan mengoondinasikan pefalsanaan tugas dan fungsi PPKD

sobagaimana dimaksud dalam Pasal 4

b mengoordinasikan pelksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional,
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¢ melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan 3atuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Peranghat Daetah dandtag hstansl Pemerintahv
Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan igas dan fungsi PPKD; dan

d. melaporkan dan mempertanggungiawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
PPKD

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mevupakan Satuan Kerja staf ddam pelaksanaan
administrasi PPKD.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh searang Kepaa Subbagian yang
herkedudukan di bawsh dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

{3} Subbagian Tata UJsaha mempunyai tugas

8. menyusun  Rencana Kerja dan  Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaan [DPA) PPKD sssuai dongan lingkup tugasnya;

b melaksanakan Dokumen Peldksanaan Anggeran (DPA) PPKD sesusi
dengan lingkup ‘tugasnya;

¢ mengoordinasikan penyusunan Rencans Kerja dan Anggaran (RKA)

dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD;

menghimpun bahan dan mengoordnagikan penyusunan rencana

sirategl PPKD;

melaksanakan monitoring, pengenddian dan evaluasi pelaksanaan

Dolumen Pelaksanasan Anggaran (OFA) PRKD;

melaksanakan pengelolaan kspegawalan, keuangan dan barang;

melaksanakan kegiatan ketatausahaan soperti surat menyuat dan

keargipan PPKD:;

melaksanakan pemelhasaan dan perawatan prasarana dan sarana

kerja PPKD;

i melaksanakan kefja sama pelatihan kefja, pemaszran program dan
lulusan pelatihan kers '

J. mengelola Bknologi informasi PPKD:

k. memelhara kebsrsihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor:

l. melaksanakan publikasi kegiatan PPKD;

M mengoordinaszikan penyusunan |aporan {(keuangen, knerja, kegiatan
dan akuntabilitas) PPKD-

n menyiapkan bahan jlaporan PPKD yang ‘erkait dengan tugas
Subbagian Tata Usaha: dan '

a melporkan dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Bagian: Keempat
Seksl Petatinan

a

b

5 o™

Pasd 8

(1) Seksi Pelatihan merupakan Satuan Kerja lini PPKD dalav pelaksanaan
pelaihan kerja




(2) Khusus Seksi Pelatihan PPKD Jakarta Timur, di samping melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan ugas
pelatihan ketransmigrasian. .

(3) Seksi Pelatihan dipimpn oleh searang Kepala Seksi yang berkedudukan
di‘bawah dan ‘bertanggeng jawab kepada Kepala Pusat

(4) Seksi Pelatihan mempunya tugas:

a

=2

o RD

T

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD seauai dengan lingkup
tugasnyz;

melaksanakan Dokumen Palaksanaan Anggaran {DPA) PPKD sesusi
dengan Jingkup tugasnys

melaksanakan identifliasi kebutuhan pelathan kerja

menyusun program, kurlkulum: dan silabus pelatihan kerjs;
meleksanakan pelatihan kerja;

khusus ‘Seksi Pelgtihan PPKD Jakarta Timur, di samping melaksanakan
tugas -sebm:;mana dimaksud butir e pada ayd (4) juga melaksanakan
tugas pelatihan ketransmigrasian.

melaksanakan sistem kformasi pelatihan kerja;

melaksanakan penyebadugsan  nformasi pelathen kerfa kepada
masysarakat alau pencari kera: '
mmenghinpun, mengolah, memelihary, menyampaken, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi pelatihan kerjs;

menyiapkan bahan laporan PPKD dalam hal kegiatan pelatihan kecja;
dan

-rnalap:arrl:.an dan memperanggungjawabkan peleksanaan tugas Seksl
Pelatihan,

Bagian Kalima
Seksi Pomasaran
Pasal o

(1} Selsi Pemasgaran merupakan Satusn Kerja lini PPKD ddam pelaksanaan
pPemasaran program dan dulusan.

{2) Seksi Pemasaran cipimpin olen seorang Kepata Seksl yang berkedudukan
di bawah dan bertanpgung jewah kepada Kepata Pusat

(3) Seksi Pemasaran mempurnyas lugas:

a

b

==l B < W)

—

menyLsun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) PPKD sesuai dengan lingkup tugasnya:
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA) PPKD sesual
dengan lingkup tugasnye

melaksanakan keija sama pemnasaran Lilusan:

melaksanakan pemasafan program dan lulusan;

melakukan pendataan kesempatan kerjs;

meng nformasikan kesempatan kerja kepada tulusan;

mekakukan permantauan kdusan:

menyiapkan bahan laporan PPKD yang berkaitan dengan tugas Seksi
Pemasaran; dan

melaporkan dan mempenianggungjawabkan pelaksansan tugas Seksl
Pemasaran




Bagian Keenam
Subkelompok .Jabatan Fungsional
Pasal 10
(1} PPKD dapat %hempunyﬂ Subkelompok Jabatsn Fungsionai

{2) Pejsbat Fungsional melaksanakan Wgas dalam susunan organisasi
strukiura PPKD.

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesikeahliarvkompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Subkdompok Jabatan Fungsional PPKD sebagai
bagian dart Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kera dan
Transmigrasi yang ditetapkan dish Kepda Pusat,

(2 Subkelompok Jabatan Fungsiona sebagaimana dinaksud pada ayat (1)
dipinipin cieh seorang Kesa Subkelompok .Jabatan Fungsional yang
berkedudukan d bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3} Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagamana dimakeud
ayat (2) diengkat dan dberhentikan oleh Kepaa Pusat dari Pejabeat
Fungsional yany dihomai dkdangar Pejabat Fungsiondl sesusl
keurllkggulan kompeensi (pengetahusn, keahlian dar integritas) yang
cimilikf,

(4) Ketentuan Jebih lanjut mengenal .labstan Fungsional PPKD  diatur
dengan Pesraturan Gubemur sebagai baglan dar pengaturan Jabatan

Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl seauai ketentuan
Peraturan penundang-undangan,

BAB v
ESELON
Pazal 12

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimsksud daam Pasal 5 ayat (1) huf a
adalafy Jabatan Sirukiural Eselon. ((12.

(2} Kepala Sibbagian Tata Ussha sebagamana dimaksud daiam Pasal 7
gyat (2) adalah Jabatan Stnkiwal Eselon Va.

(3 Kepala Saks) sebagaimana dimaksud dalam Pagal 8 ayat (3) dan Pasal 9
ayat (2) adalah Jabatan Stndmual Eselan [V 4.
BAB W
TATA KERJA
Pasal 13

{1) Dalam melaksanakan fugas dan fungsinya PPKD wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,




(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinas dan kefja sama dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daersh
(UKPD) danfatau Instansi Pemeri ntalhswasta terkait, dalam rangka
meningkatkan kinara dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
PPKD,

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksl dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPKD waib melaksanakan tugas masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan parundang-undangan serta menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, idegrasi, sinkronleasi, simpiifikasi akuntabilitas,
transparansgi, efektivitas dan el tinsi.

Pasd 15

(1) Kepala Pusat, Kepaa Subbagian, Kepala Seksi dan Ketug Subkelompok
Jabaan Fungsionel pada PPKD wafib  memimpin, mengoordinasikan,
memberikan bimbingan. memberkan petunjuk  pelaksanaan tugas,
membina tan menilal kinera bawahan masing-masing.

(2) Kepala Puset, Kepub Subbagian, Kepda Soksi Ketua Subikekompok
Jabatan Fungsiornal dan pegawa pada PPKD walib mengikuti  dan
mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesual keterusn
pereturan perundang-undangan,

Pasal 16

Kepala Pusat, Kapala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional pada PPID wajih mengawasl dan rmengendalican
pelaksanaan iugas bawahan masing-masing sera mengambil langkah-

langkah yang dipenukan apabda menamukan adarya penyimpangan dan/ata
indikasi penyimpangan.

Pasal 17

{1) Kepala Pusa, Kepaa Subbagian, Kepala Seks| Ketua Sub
Jabatan Fungsional dan pegawai pada PPKD wajlb menyampaikan
leporan dar kendala pelaksanasn tugas kepada atasan masing-masing
sesuai ketentuan peratoran pefundang-undangan _

(9 Atasan yang mensrima aporan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
menindaklanjuti ‘dan menjadikan taparan yang dterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

(1} Sekretaria Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan
pembiaan kelembagaan, ketatala ksaman gan pelaporan terhadap
PPKD sebagai bagian dan pembinaan kelembagaan, ketstalaksanaan
dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrast
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(2) Ketentuan Jebih lanjut mengenai pembinaian kelembagasan, ketatalaksanaan
dan pelaporan sebagamana dimaksud pada agyat (1) diatur dengan
Peraturan Gubemur:

BAB VIl
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

{1) Pegawai Nege#h Sipil pada PPKD merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah,

(2} Pengeloban kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayst {1) dilaksanakan
sasuai kertuan perauran penidang-undsngan di bidang kepegawaian.

{3) Ddam pulaksanaan pengelolaan  kepegawaian, PPKD
pembinaan dari Sekrctaris Daerah melalui Badar Kepegawdan Daergh
dan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembingan
kepegawaian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
BAB Vil
KEUANGAN
Pasal 20

(1) Belanja pelakeanaan tugas dan fungsi PPKD dbebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Balanja Daerah,

{2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaksanakan
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan d bidang kevangan
negara‘dasrah.

Pasal 21

(1) Pendapatan yang hersumber dari peaksanaan tugas dan fungs PPKD
merupakan pendapatan daerah,

(2) Pengelolaan pandapatan sebagaimana dimaksud pada ayad (1)
dilaksanakan sesua kelntuan peraturan perundang-undangan & bidang
keuangan negara/dasrah.

BAB 1X
ASET
Pasal 22

(1} Aset yang dipergunakan oleh PPKD sebaga prasarana dan sarana kerja
merupakan aset daerah dengan staus kokayaan daerah yang tidak
dipisahkan

{9) Pengelolaan aset atau pwaearana dan sarana korja sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dlaksanakan sesuai ketentuan peraturan
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peruntang-undangan di bidang keuangan negara/daersh dan ketentuan
pemtulr_lm perundang-undangan di bidang pangelolaan berang millk negera/
daerah.

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diteima dalam bentuk pemberian,

hikah dan bartuan dar pihak kelipa kepada PPKD dalaw rangka
melaksanakan twugas dan fungsinga merupakan panerimaan barang
daerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) segera
dilaporkan kepada Kepala Dinas uiuk selanjtnys dilaparkan kepada
Gubemur melid Kepata Badan Pengalola Keuangan Daeiah selaku
Pejabat Pengelola Keuangan Daerab sekaigus sebaga Bendahara
Unwm Daerah uniuk dicatat dan dibukukan sebaga aset daarsh.

BAB X
FORMASE JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA
FPasa 24
{1} Kepala Pussi dibantu oleh 1 (saks) oreng Kepata Subbaglan Tala Usaha,
1 (satu) orang Kepala Seksi Pelabhan dan 1 (satu) orang Kepala Seky
Pemzaaran sebagal bawahan langsung
(2) Kepala S$Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknys oleh
9 (sembilan} orany Pejabat Fungsional Umum/Terentu sebagai bawahan
kangsung

{3) Kepaia Seksl Pelathan dibantu sebanyakbanyaknya oleb 16 {ima belas)
orang Pejabat Fungsiona Umoum/Terentu sebagal bawahan langsung

{4) Kepda Seksi Pemasaran dbaniu sebanyak-banyaknya oleh 4 {empat)
orang Pejabal Fungsional Umum/Terentu sebagai bawahan langsong.

(5) Rincian formasi jabatan ssbagaimana dimaksud pada ayat (2), ayal (3)
dan ayat {4) sebagaimana lercanum ddam Lampiran | Peraturan
Gubernir ini.

(8) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjad
acuan pengajuan kabuluhan pegawal PPKD.
Pasal 25
(1} Standar pergatan kefja minimal sefiap jabatan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 24 sebagaimana fercantum dalam Lampian i Peraturan
Gubermir ink

{2) Stend perdaltan kerja Minmsl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
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BAB Xl
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasa 28

(1) PPKD menyusun dan mernyampaikan laporan berkala tahunan, semester,
triwulan, bulanan danfatau sewaldu-walds kepada Kopga Oinag.

{2) Laporan sebagaknana dimaksud pada ayd {1) antama lain meliputi
laporan:

A kebutyhan, kekurangan dan kelebihan pegowal;

b. keuangan,

& kinefjs

d kebutuhan, kekwangan dan kelebihan barang atau prasarang dan
sarana kerja,

e. akuntabilitas, dan

{ pelaksanaan ogistan.

Pasal 27
Dalam rangka skuntabilitas, PPKD mengembangkan sistem pengend$ an
memal sebagal bagian darn sisiem pengendalian intarnal Dinas Tenaga
Karja dan Transmigrasi,
BAB X1
PENGAWASAN
Pasal 28

Pengawasan ternadap PPKD dilaksanakan dleh;

a Lsmbaga negara yang mempunys fugas memerksa pengelolazn dan
tangqung jawad keuangan negars;

b Aparal perrerkss Ineimal pemerintaby, dan

t. Inspekdorat,

BAB X
KETENTUAN PENUJTUP
Pasd 29
Pada saat Peraturan Gubemur i miskal berlaky, Kepulsan Gubemur Nomor
460 Tahun 2002 tentang Pembeniukan Organisasl dan Tata Kerja Unit
Polaksans Teknis di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Propinsi Daerah Khusus dbukota Jakarta, dicebut dan dawetskan tdak
bariaku




- .

12

Pasal 30
Peraturan -Gubemur inf rmulai bertaky pada tanggal diundangkan,

Agar sstiap orang mengotahwanya, memerntahkan pengundangan peraturan
i dengan penempatannya dsalam Berita Daxah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Dietapkan d Jakarta
padatanggal 14 Juni 2010

Diundangkan di Jakaria
pada tanggal 21 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

;;AYAT

NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI E)AERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NomoR 12



Lampiran | : Perehwan Gubemur Provinsi Daarah Khisus
Thukota Jakarta

116 TAHUR 2010
Tanggal 14 Juni 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASE
PUSAT PELATHAN KERJA DAERAM

KEPALA PUSAT
SUBBAGLAN
TATA USAHA
]
SEXEI SEKS
PELATIHAN PEMASARAN
SUBKELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKHTA JAKARTA,




Lampran : Peratyman Gubernur Provinsi

fbukota Jakaita

Tanggal

116 TAHUN 2010
14 Juni 2010

FORMAS] JABATAN PADA PUSAT PELATIHAN KERJA DAERAH

Daerah Khusus

{ NO T NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

| 1. Kepala Pusat
_f

STH maniora

Diklat Kepemimpinan Tk It
Dikiat Manajemen
Perkantoran

Diklal Manajemen
Keuangan

Diklat Pengadaanﬂarang
dan.Jasa

Diklat Teknis
Ke®enagakerjaan

1A

Jurmiah

- 2. TKepaia Subbagan Tata
Usaha

31 Humaniors:

Diklat Kepemimpinan Tk v
Dikiat Administrasi
Perkantoran

Diklat Administrasi

K H

nopegawaian
Diklai Pengelciaan
Keuangan Daerah

Dikiat Pengadaan Barang
dan Jasa
Diklat Teknis.

Ketenagakedjaan

\Wa

h’réngadministrasi Umum

D I Admanistrasi

Diklat Administrasi
Perkantoran )

Diklat Satrninkals Kearsipan
Dikiat Kompaster

T Pengurus Romah Tangga

D il Admwnistias]

Diklat Bendahary Barang
Diklat Kormputer

Diklat Pengadaan Barang
dan Jasa

Pengelola Keuangan

§1EkonomitManajemen/

Akuntansi

Diklat Administrasi
‘Keuangan

Dikat Perencanaan
Diklat Koinpular




NO

A

NAMA JABATAN

SYARAT PENDIDIKAN

ESELON

JUMLAH

Bendahara Pengeluaran
Pembaniu

Dill Akuntansi

Diklat Bendaharswan

Diial Komguter

Pembantu Bendahara

DN Akuntansi

Diklat Bendaharavwan

- Dhkal Komputes

Pengadminigtrasi
Keuangarni

D NI Alkyntans:
Dkt Bendaharswan
Dedal. Komputes

Caraka

SMA/Saderaiat
Dikdat Arsipanis

Jumiah

10

Kepala Seksi Palatihan

S1Humaniora
(idat Kepemirapinan Tk [V
Diklat Teknis.

Fengacmin siras Peserta
Pelatihan

- DN Admisustras)

Dikdiat Kornpesar

. Didat Administrasi

Koardingtor natruktur

Ot Admnistrasi

Dikiat Komputer

Dikiat Teknis

Petugas peryedia
periengkapan Petathan

Dill Administrasi
Dikiat Tekn g

nstruktur

Ol Sesuai Kualfkasi

Diklat fungsional Bidang
Pelalihan dan

‘Dikla Teknds

Jumiah

Kepata Saksi Pemasararn

- 81 Humaneora

- Diktat Kepemimpinan Tk IV
- Dildyt Teknis

e




ND NAMA JABATAN SYARAT PENINDIKAN ESELON : JUMLAH
Pengoiah Lata Alumn T"DIT Admimsiresi 1
- Dikiat Komputer
T Pengolah Data Mitra Kerja | - Dl Adwinsiresi 3
- Dikiat Kompurier
Petgas Pemasaran - S1E konosmw 21
- Dikist Komputer
- Didat Tehnis.
Ketenagaketjaan
Jumlah 5
Total 2

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS




Lampiran 1} -

Peraturan Gobermnur Provinsi Daerah Khusus

Touiota Jakaria

Nomor 116 TAHUN

2010
Tanggai 14 Jani 2010

STANDAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PELATHAN KBRJA DAERAH

‘Nama Jabatan

B Poralataly Keria Jumlah

1 _jKepala Pusat Minibus 1 unit
Notebook 1 Lnit

Printes 1 unit

: Telepon 1 bugh

- ‘ White Board 1 | buah
| Il Kepala Sub Bagin Tata Usaha | Noiebook 1wt
S Pricter 1 | wnit

L Teiopon 1 buah

! o 'White Board 1 1 _buah
et Fithng Kabinet 1T bugh
1 | Pengadminigtmsi Umum Komputer 2 Ul

i Pricder 2 b U

] Telepor 7| bus
R . Fax 1 unit
! k Filling Kabinet 2 buah
P - Mesin Absensi 1 unit
- - Mesin Ketil 2 ‘buah
L 1.2 [ Pengurve RumshT anggs | Wnfoouss 1 unit
*.___ sereen 1 unit
e _ Filling Kabinet 2 buah
{ .._.wa_ :H Pengsinls Keuangan | Koyt 1 unit
‘ 1' - _ Printer 1 unit
R Masin Perphancir Kertag 1 unit
‘Mesin Hitung 1 unit

Filing Kabinet 1 buah

4 ; Bendaham Pengehuman | Wommipder 1 . umt

Il‘ Pembanty | Kallasator 1_ [ buah
i Y MesiH Rung § 1 und
b 4 Brankas 1 buah
1] Telopon 1 buah
:_]r: o Filing Kabinet 1__|_buh
%’ ‘571 Pembantu Bendahara | Kakulalor 11 buah
o | Miesin Hitlung 1 unit
™ Filing Kabinet 1 | buah




e Nema_Jabatan Paralstan Kasja Jurnish
6 : Pengadroinisteasi Kepangan | Komputer 1 it
Kalk iabor 1 buah
Mesin Hilung 1 unt
J Brankas 1 buah
- Filing Kabinol 3 T Buah
7 | Caraka Sepeda Motor 1 Linit
_Filling Kabinet 1 buah
1 | Kepala Seksi Pelatihan Komputer v e
B Printer 1 unit
— Tedepon 1 buah
B Filing Kabinet 1 buah
| 1 { Pengadmnistras: Pederta | Komputer 2 unit
- Pelatihan
' Fringes- 1 By
Telepon 1 buah
" — Fifing Kabinet 2 buah |
B 2 | Koordinator nstrukiur Kompurter 1 it
- M 1 unit
! Talepon 1 buah
f Fiing Kabinet A T Baah
. Peralatan Kerja Teknis
B 3| Petugas Panyedia Romgamer ] it
e Perlengkapan Pelathan
Priaver 1 unit
L Telepon 1| boah |
[- Filing Kabinet 1 bush
Peralatan Kefja Teknis
B ] 4 1 mstruktur Komputer 2 prit
Pramter 1 it
Filing Kabinet 2 buah
Peralatan Kerja Toknis
v | Kapala Soksi Pemasaran Kornputer 3 Dk
JR — Frieter 11 unii.
RE Telopon _ 1| buah




3
NO Nama Jabatan i Porsiatan Keria Jumiah
1 : PengolahData Alunni i Komputer 2 unit
I-Fm b2 1 unit
Telepon 1 buah
1 Filang Kabinet 2 buah
| Perintan Kerja Teknis
2 | Pangolah Data Mitra Keriz | Komputer 1 unit
Prinder 1 Lnit
Telepon 1 buah
e Filing Kabinet 1 bush
3 Perafatan Keria Teknis
3 | Bt ugas Pamasaran { Komputer 2 unit
Printor 2 Wl
Tetepon 1 bush
Filing Kabinet 2 buah
Persiatan Kedda Toknis

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS
IBUKGT A JAKARTA,

- L, — S —— e ——



